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Kepuasan pasien merupakan salah satu indikator pengukuran kualitas pelayanan kesehatan dan dapat 
digunakan sebagai tolak ukur bagi rumah sakit. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran 
karakteristik pasien militer TNI AD yang menjadi peserta JKN berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan 
dan pangkat, mengetahui kinerja pelayanan JKN di RS Dik Pusdikkes Kodiklat TNI AD bagi pasien TNI 
dengan metode Servqual serta mengetahui perbedaan pelayanan sebelum dan sesudah  penerapan JKN. Studi 
ini adalah studi kuantitatif denga pendekatan potog lintang dan analisis deskriptif. Untuk alternative pemecahan 
masalah menggunakan diagram kartesius. Penelitian dilakukan selama 3 bulan terhadap 100 orang pasien TNI 
yang dirawat di kelas II. Berdasarkan hasil penelitian diketahui tingkat kepuasan pasien berdasarkan rata-rata 
dimensi adalah cukup puas, namun berdasarkan diagram kartesius terdapat 13 item pernyataan yang harus 
diprioritaskan untuk diperbaiki. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pasien lebih puas dengan pelayanan 
sebelum JKN dibandingkan dengan pelayanan setelah JKN, rumitnya proses pendaftaran, layanan 
mendapatkan pemeriksaan penunjang serta pemberian obat menjadi poin penting dengan nilai gap terbesar. 
Dari hasil penelitian maka disarankan untuk menambah sarana dan prasarana terutama peralatan yang modern 
di RS DIK PUSDIKKES KODIKLAT TNI AD, membentuk tim Gugus Kendali Mutu (GKM) dan  melakukan  
penilaian  kepuasan  terhadap pelayanan secara berkala. 
 





Patient satisfaction is one of indicator of health care quality measurement and can be used as a benchmark 
for the hospital. The purpose of this study was to describe the characteristic of TNI patients who are JKN’s 
based on age, sex, education and rank, determine the performance of member RS DIK PUSDIKKES Kodiklat 
TNI AD for TNI patients with Servqual method as well as knowing the difference of services before and after 
impletation of JKN. This is a quantitative study with cross sectional approach using descriptive analysis and 
cartesian diagram. The study was conducted for 3 months on 100 patients treated at the military class II. The 
result showed that the level of patient satisfaction based on average dimensions are quite satisfied, but based 
on the Cartesian diagram there were 13 items that should be prioritized for improvement. The patients are 
more satisfied with the service before JKN compared to service after JKN. The complicated registration 
process, service investigations and provision of drugs becomes an important points with the largest gap value. 
This studies recommended to add modern equipment at RS Dik Pusdikkes Kodiklat RS Army, formed a team of 
Quality Control to assess service satisfaction on a regular basis. 
 
Keywords: patient satisfaction, national health insurance, TNI patients, ward. 
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PENDAHULUAN 
 
Dalam sidang ke 58 tahun 2005 di Jenewa, World 
Health Assembly (WHA) menggaris bawahi perlunya 
pengembangan sistem pembiayaan kesehatan yang 
menjamin tersedianya akses masyarakat terhadap 
pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan 
kepada mereka terhadap risiko keuangan. WHA juga 
menyarankan kepada WHO agar mendorong negara-
negara anggota untuk mengevaluasi dampak 
perubahan sistem pembiayaan kesehatan terhadap 
pelayanan kesehatan ketika mereka bergerak menuju 
Universal Health Coverage. 
 
Di Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila 
terutama sila ke-5 juga mengakui hak asasi warga atas 
kesehatan. Hak ini juga diperkuat didalam UUD 1945 
pasal 28 yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 
dan batin, bertempat tinggal dan mendapakan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan keehatan dan pasal 34 yang 
berisi Negara bertanggung jawab atas penyediaan 
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan 
umum yang layak. Kemudian diatur lagi dalam 
Undang- Undang No.40 tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan 
bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk 
termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui 
suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
dan UU No. 23/1992 yang kemudian diganti dengan 
UU 36/2009 tentang Kesehatan, dimana yang berisi 
tentang bahwa setiap orang mempunyai hak yang 
sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di 
bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan 
kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.  
 
Dalam pelaksanaannya pemerintah menetapkan 
Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 yang berisi 
Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh 
BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS 
Kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 
2014.  
 
Kepesertaan JKN yang bersifat wajib diawali dari 
lingkungan PNS dan TNI/POLRI, terutama pada 
TNI sudah diatur dalam Peraturan Panglima TNI 
Nomor 45 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013, 
yang menegaskan mulai awal tahun 2014 pelayanan 
kesehatan bagi anggota prajurit dan PNS TNI AD 
beserta keluarganya mengalami perubahan, yang 
dulunya diselenggarakan oleh PT Askes bekerjasama 
dengan jajaran Ditkesad, saat ini melalui Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 
 
Transisi tersebut memunculkan berbagai masalah, 
terutama bagi peserta dari Askes dan Jaminan 
kesehatan instansi, mereka mengeluhkan turunnya 
mutu pelayanan, baik dari segi pemeriksaan, 
pemberian obat, maupun pelaksanaan rawat inap. 
Salah satu hal yang dikeluhkan adalah prosedur yang 
berbelit dan antrean panjang di rumah sakit 
(kompas.com, 24 Maret 2014) 
 
Di rumah sakit Dik Pusdikkes Kodiklat TNI AD sejak 
2014 sampai dengan 2016 pasien JKN mengalami 
peningkatan. Namun peningkatan jumlah pasien 
JKN tersebut bukan berarti kualitas pelayananJKN di 
rumah sakit baik dan memberikan kepuasan pada 
pasien JKN. Hal ini dikarenakan kepesertaan JKN 
bersifat wajib, sehingga mau tidak mau peserta JKN 
harus menerima pelayanan yang diberikan walaupun 
pelayanannya tidak optimal.  
 
Berlatar belakang uraian di atas, dilakukan penelitian 
dengan tujuan mengetahui gambaran karakteristik 
pasien militer TNI AD, menganalisis kinerja Pelayanan 
JKN, mengetahui atribut pelayanan yang perlu 
dikembangkan dan juga diperbaiki kualitasnya dan 
mengetahui perbedaan tingkat kepuasan pasien sebelum 




Kepuasan Pelanggan atau Pasien 
 
Irawan (2008) menyatakan ada lima faktor yang dapat 
mendorong kepuasan pelanggan yaitu: kualitas produk, 




Parasuraman dan Beryy dalam Muninjaya (2011) 
melaksanakan penelitian dan mengidentifikasi lima 
dimensi dalam menilai mutu pelayanan yaitu:  
1. Kehandalan (reliability) meliputi kemampuan 
memberi pelayanan 
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2. Jaminan (assurance) pengetahuan, kesopanan dan 
kepercayaan pelanggan kepada petugas 
3. Bukti langsung (tangibles) bahwa mutu pelayanan 
kesehatan dapat dirasakan secara langsung dengan 
inderanya (mata, telinga dan rasa) 
4. Empati (empathy) yaitu kriteria yang berkaitan 
dengan kepedulian dan perhatian kepada setiap 
pelanggan 
5. Daya tanggap (responsiveness) yaitu keinginan 




Martilla and james (2000) mengemukakan, salah satu 
alat yang dapat digunakan adalah menggambarkan 
keadaan aspek pengukuran mana yang merupakan 
prioritas untuk diperbaiki dengan menggunakan 
Importance and performance analysis atau Quadrant 
analysis atau diagram Kartesius. 
 
Jaminan Kesehatan Instansi TNI (Sebelum JKN) 
 
Dimana jaminan kesehatan ini tidak dipungut biaya 
ataupun pemotongan gaji. Peralatan kesehatan dan 
obat-obatan di rumah sakit berasal dari pusat lembaga 
kesehatan TNI. Jika ada peralatan atau pun obat yang 
di luar dari tanggungan instansi, maka rumah sakit 
wajib membelikannya yang mana biayanya hasil dari 
subsidi pasien umum (restitusi). Sedangkan uang 
makan dan minum bagi anggota yang dirawat, berasal 
dari bagian Perbekalan dan Angkutan Kodam Jaya 
(bekangdam jaya). 
 




1. Rawat Inap  
Kapasitas tempat tidur di tiap ruangan, dengan 
rincian sebagai berikut: 
a. Kelas S VIP : 2 tempat tidur  
b. Kelas VIP  : 8 tempat tidur 
c. Kelas I  : 9 tempat tidur 
d. Kelas II  : 28 tempat tidur 
e. Kelas III  : 26 tempat tidur 
f. Isolasi   : 2 tempat tidur 
2. Rawat jalan 
a. Poliklinik Umum atau Gigi  
b. Poliklinik  Spesialis Anak, Kulit, THT, Bedah 
Tulang, Bedah Umum, Kandungan, Paru, 
Penyakit Dalam, Syaraf, Mata, Jantung, Bedah 
Plastik, Gigi dan Mulut. 
c. Instalasi Gawat Darurat 
d. Kamar Bedah/Operasi 
e. Fisiotheraphy 
f. HD (Hemodialisa) 
g. ICU  
h. Kemoterapi 
3. Pelayanan  Penunjang Medis  
a. Rontgen 
b. Laboratorium 
c. USG 3 Dimensi & USG 4 Dimensi 
d. Panoramic   
 
Jumlah Personel Sesuai dengan Kualifikasi: 
1. Medis: 5 Orang  
2. Paramedis: 94 Orang (75 perawatan dan 19 non 
perawatan) 
3. Non Medis: 65 Orang 
 
Jumlah Personel Sesuai dengan Profesi : 
Medis  
a. Spesialis: 24orang (Dokter tamu) 
b. Umum: 3 dokter tetap dan 3 dokter tidak tetap 
(paruh waktu) 
c. Gigi: 2 dokter tetap dan 1 dokter tidak tetap (paruh 
waktu) 
 
Gambaran Pasien TNI menerapkan program 
JKN 
 
Terlihat adanya gambaran peningkatan jumlah peserta 
JKN secara bertahap yang diikuiti pula penurunan 
jumlah pasien umum. Hal ini disebabkan karena JKN 
merupakan program pemerintah, yang mana nantinya 
seluruh warga negara Indonesia wajib mengikuti 
program tersebut, namun bukan berarti program 
tersebut berhasil/sukses, karena masih juga terlihat 




Kerangka konsep penelitian yang akan menganalisis 
kualitas pelayanan sebelum dan sesudah penerapan 
JKN kesehatan terhadap kepuasan pasien rawat inap 
kelas II  di RS Dik Pusdikkes Kodiklat TNI AD 
(ditampilkan dalam gambar 1).  
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Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
analitik. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus - 
Oktober 2016 diruang rawat inap kelas II RS Dik 




Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 100 
anggota TNI (rumus Slovin) yang menjadi peserta 
JKN dirawat inap kelas II RS Dik Pusdikkes Kodiklat 
TNI AD yang memenuhi kriteria inklusi yaitu:  
1. Pasien militer yang menjadi peserta JKN yang 
dirawat inap kelas II 
2. Pasien pernah menggunakan Jaminan Kesehatan 
Instansi  
3. Pasien yang sedang dirawat, namun dalam 
keadaan sadar dan dapat diajak berkomunikasi 
 
Kritera eksklusi pasien dalam penelitian ini adalah 
pasien yang tidak bersedia diteliti 
Instrumen Penelitian 
 
Menurut Chakraborty dan Majumdar (2011:149), 
instrumen SERVQUAL merupakan alat yang 
banyak digunakan untuk mengukur kualitas 
pelayanan dan kepuasan pasien. Dalam penelitian ini 
menggunakan kuisoner atau daftar pertanyaan yang 
terperinci mencangkup semua aspek atau variabel 
yang akan diteliti menggunakan kuisoner terstruktur 
(administered quistionnaire) dengan desain alternatif 




Untuk menganalisis kualitas pelayanan digunakan 
analisis deskriptif, yaitu dengan perhitungan nilai rata-
rata (mean) skor total responden untuk setiap butir 
pertanyaan, baik pada aspek harapan maupun 
kenyataan responden. Selanjutnya kualitas pelayanan 
dianalisis dengan membandingkan skor antara 




\HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Gambaran Karakteristik Responden Pasien TNI 
di RS DIK Pusdikkes Kodiklat TNI AD 
 
Untuk karakteristik jenis kelamin, jumlah responden 
dengan jenis kelamin laki-laki lebih besar 
dibandingkan responden dengan jenis kelamin 
perempuan. Jumlah responden dengan jenis kelamin 
perempuan ada sebanyak 32 %, sementara yang 
berjenis kelamin laki-laki ada sebanyak 68 %, hal 
tersebut sejalan dengan kondisi saat ini dimana jumlah 
prajurit wanita di TNI baru sebanyak 10-15% dari 
jumlah keseluruhan prajurit TNI (www.mil.id).  
 
Untuk gambaran karakteristik umur, kategori umur 
responden dibagi atas 5 kelompok, yaitu kelompok 
20–25 tahun., 26-35 tahun., 36-45 tahun, 46-55 tahun, 
56–65 tahun dan > 65 tahun. Berdasarkan hasil 
perhitungan secara keseluruhan, diketahui bahwa 
jumlah responden terbesar terdapat pada kelompok 
umur 26-35 tahun, yaitu sebesar 31 %, Hal ini 
dimungkinkan karena responden pada kelompok usia 
tersebut termasuk dalam usia produktif dan memiliki 
aktivitas dan resiko yang relatif tinggi sehingga 
kemungkinan untuk jatuh sakit dan membutuhkan 
pengobatan besar. diikuti oleh kelompok umur 20-25 
tahun, sebesar 28%; 36-45 tahun, sebesar 22%; 46-55 
tahun, 18%; 56-65 tahun, sebesar 1%, sedangkan >65 
tahun tidak ada responden (0).  
 
Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah responden 
terbesar terdapat pada responden dengan tingkat 
pendidikan lulus SLTA yaitu sebanyak 58%, diikuti 
dengan pendidikan sarjana (S1) sebesar 22 %, 
SLTP11% dan S2 sebanyak 9%. Tingkat pendidikan 
SLTA lebih banyak yang menjadi responden, sesuai 
dari data sebelumnya, bahwa dominan di umur 20-35 
tahun, karena diumur tersebut masih muda jadi tingkat 
aktifitasnya tinggi baik dikantor maupun diluar kantor.  
 
Berdasarkan pangkat, jumlah responden terbesar 
terdapat pada responden dengan pangkat Tamtama, 
yaitu sebesar 42%, selanjutnya diikuti responden 
dengan pangkat Bintara sebesar 37 %, dan Perwira 
sebesar 21 %.  Sedikitnya perwira yang berobat ke RS 
Dik Pusdikkes Kodiklat TNI AD ini dikarenakan 
kebanyakan dari mereka memilih berobat ke RSPAD 
Gatot Subroto. Sedangkan anggota yang tinggal di 
Jurnal Administrasi Rumah Sakit  Volume 3 Nomor 1 
 
 
Jurnal ARSI/Oktober 2016  5 
mess/asrama yang berlokasi disekitar RS DIK 
Pusdikkes Kodiklat TNI AD cenderung lebih memilih 
rumah sakit tersebut.  
 
Gambaran Kepuasan atau Kinerja Pelayanan 
JKN di RS DIK PUSDIKKES KODIKLAT 
TNI AD bagi pasien TNI 
 
1. Gambaran Harapan Responden 
2.  
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, 
responden memiliki harapan yang cukup tinggi 
terhadap item-item pernyataan dalam setiap 
dimensi, terlihat dari banyaknya responden yang 
memilih kategori cukup penting disetiap item 
pernyataan. 
 
Semakin tinggi mean yang diperoleh maka 
semakin penting item tersebut dipenuhi dan 
menjadi perhatian bagi pihak rumah sakit. Berikut 
adalah item-item pernyataan yang memiliki nilai 
mean tertinggi pada setiap dimensi 
a. Dimensi reliability; Jadwal pemberian obat di 
ruang rawat inap dilakukan dengan disiplin 
(tepat waktu). 
b. Dimensi responsiveness; di mana dokter cepat 
tanggap dengan keluhan pasien. 
c. Dimensi assurance; di mana perawat rumah 
sakit selalu bersikap sopan terhadap pasien. 
d. Dimensi emphaty; di mana perawat Memberikan 
perhatian tanpa memandang status sosial. 
e. Dimensi tangible; di mana pihak rumah sakit 
memperhatikan kelengkapan alat penunjang 
perawatan (slimut, tiang infuse, tiang penjaga 
tempat tidur, dan lain-lain). 
 
Sehingga sangat penting bagi pihak rumah sakit 
memperhatikan seluruh item-item pernyataan 
yang sudah diukur terutama kelima item di atas. 
 
3. Gambaran Kenyataan Responden 
 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat 
kenyataan pasien atas kualitas pelayanan yang 
diberikan di RS DIK PUSDIKKES KODIKLAT 
TNI AD belum terlalu baik, hal tersebut terlihat 
dari lebih banyak responden memilih jawaban 
cukup setuju. Semakin rendah nilai mean, maka 
semakin tidak puas pasien terhadap item 
pernyataan tersebut. Berikut adalah item-item 
pernyataan yang memiliki nilai mean terendah 
pada masing-masing dimensi. 
a. Dimensi reliability; di mana pemeriksaan 
medis yang dilakukan sesuai dengan keluhan 
yang saya utarakan. 
b. Dimensi responsiveness; di mana petugas 
rumah sakit memberikan informasi dengan 
jelas mengenaitata cara mendaftar rawat  
inap. 
c. Dimensi assurance; di mana Perawat rumah 
sakit selalu bersikap sopan terhadap pasien. 
d. Dimensi emphaty; di mana jam operasional 
pemeriksaan medis penunjang nyaman. 
e. Dimensi tangible; di mana pihak rumah sakit 
memperhatikan kelengkapan alat penunjang 
perawatan (slimut, tiang infuse, tiang penjaga 
tempat tidur, dan lain-lain). 
 
4. Uji Kesesuaian Antara Harapan dengan 
Kenyataan 
 
Untuk melihat apa yang menyebabkan tingkat 
kepuasan pasien TNI belum terlalu baik maka 
dilakukan uji kesesuaian, dimana pada uji ini 
dibandingkan skor harapan dengan skor kenyataan 
yang dirasakan oleh responden. Dari uji ini juga 
dapat ditentukan langkah-langkah yang perlu 
diambil oleh pihak rumah sakit, sesuai dengan 
hasil diagram cartesius yang mana diketahui ada 
13 item pernyataan yang berada di kuadran A, 
sehingga perlu perhatian dan penangan khusus 
dari pihak RS Dik Pusdikkes Kodiklat TNI AD 
karena tingkat harapan pasien lebih tinggi 
dibandingkan persepsi kinerja (kenyataan) yang 
diterima oleh pasien, adapun ketiga belas item 
pernyataan tersebut sebagai berikut: 
a. Dimensi Reliability 
1) Petugas rumah sakit dapat mengatasi masalah 
yang terjadi pada saat proses pendaftaran 
dengan tingkat kesesuaian (76.6%). 
2) Pasien mendapat obat sesuai yang dibutuhkan 
dalam pengobatandengan tingkat kesesuaian 
(83.3%). 
3) Jadwal pemberian obat di ruang rawat inap 
dilakukan dengan disiplin (tepat waktu) 
dengan tingkat kesesuaian (81.5%). 
b. Dimensi responsiveness 
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1) Petugas  rumah sakit memberikan  informasi  
dengan jelas mengenai tata cara mendaftar  
rawat  inapdengan tingkat kesesuaian (74.2%). 
2) Pasien mendapatkan obat sesuai kebutuhan 
pengobatannyadengan tingkat kesesuaian 
(82.9%). 
3) Pasien mendapatkan pemeriksaan penunjang 
(laboratorium dan rontgen) sesuai kebutuhan 
penyakitnyadengan tingkat kesesuaian 
(81.6%). 
c. Dimensi assurance 
Perawat rumah sakit selalu bersikap sopan 
kepada pasien dengan tingkat kesesuaian (81.3%). 
d. Dimensi Emphaty 
Jam operasional pemeriksaan medis penunjang 
nyamandengan tingkat kesesuaian (76.5%). 
e. Dimensi tangible 
1) Pihak rumah sakit memperhatikan kelengkapan 
alat penunjang perawatan (slimut, tiang infuse, 
tiang penjaga tempat tidur, dan lain-lain) 
dengan tingkat kesesuaian (72.3%). 
2) Pihak RS memperhatikan kebersihan ruang 
rawat inap bagi peserta JKNdengan tingkat 
kesesuaian (81.1%). 
3) Pihak RS memperhatikan kenyamanan ruang 
rawat inap bagi peserta JKNdengan tingkat 
kesesuaian (83.8%). 
4) Pihak rumah sakit memperhatikan kebersihan 
alat pemeriksaan yang dipakaidengan tingkat 
kesesuaian (76.5%). 
5) Rumah sakit memiliki Dokter spesialis yang 
lengkap dengan tingkat kesesuaian (77.4%). 
 
Ini berarti pihak RS Dik Pusdikkes Kodiklat TNI AD 
masih harus bekerja keras dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan mereka sehingga mampu 
meningkatkan tingkat kesesuaian yang akan 
mendorong terciptanya kepuasan.  
 
Dari uji ini juga diketahui bahwa dimensi yang perlu 
mendapat perhatian khusus adalah tangible atau 
tampilan fisik dari rumah sakit, tampilan fisik ini terdiri 
dari fasilitas, peralatan dan ketersediaan dokter, jika 
dibandingkan dengan rumah sakit setingkat, kondisi 
fasilitas, peralatan dan ketersediaan dokter sedikit 
tertinggal dengan rumah sakit swasta setingkat, hal 
tersebut dikarena peralatan yang tersedia di rumah 
sakit ini sebagian terbilang kuno dan ketersedian 
dokter spesialis juga masih kurang 
Sementara itu 8 item pernyataan yang masuk dalam 
kuadran D dimana item-item pernyataan ini memiliki 
tingkat harapan rendah menurut pelanggan tetapi 
memiliki kinerja yang baik, dalam pelaksanaanya 
kedepan tetap perlu dipertahankan kinerjanya (tidak 
dikurangi) karena jika kinerja pada item-item ini 
berkurang dikhawatirkan akan menimbulkan ketidak 
puasan bagi pasien. 
 
Perbandingan Kepuasan Pasien Sebelum dan 
Sesudah JKN 
 
Berikut akan dibahas satu persatu pernyataan yang 
digunakan untuk membandingkan kepuasan pasien 
TNI sebelum dan sesudah menggunakan JKN secara 
berurutan mulai dari gap tertinggi hingga gap terendah. 
 
Proses Pendaftaran berobat, saat menggunakan 
jaminan kesehatan instansi (JKI) pasien TNI dapat 
langsung berobat di rumah sakit milik TNI dan 
langsung menuju poli yang diinginkan atau langsung 
menuju IGD. Saat menggunakan JKN pengguna 
JKN harus mengikuti proses pelayanan berjenjang 
yang harus dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat 
pertama oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama 
(puskesmas atau klinik) sesuai yang tercantum dalam 
kartu BPJS, Jika faskes pertama tidak dapat melayani 
maka pasien akan dirujuk ke pelayanan lanjutan oleh 
spesialis, atau dirujuk ke fasilitas kesehatan (Faskes) 
tingkat kedua. Selanjutnya jika tidak dapat ditangani 
oleh fasilitas kesehatan tingkat kedua maka akan 
dirujuk ke Pelayanan kesehatan tingkat ketiga atau 
faskes tersier atau sub-spesialis. (www.bpjs-
kesehatan.go.id). 
 
Proses mendapatkan ruangan rawat  inap, saat 
menggunakan JKI pasien TNI lebih mudah 
mendapatkan ruang rawat inap hal tersebut 
dikarenakan saat itu pasien TNI adalah pasien prioritas 
bagi RS Dik Pusdikkes Kodiklat TNI AD, sedangkan 
saat JKN tidak ada lagi prioritas bagi pasien TNI dan 
jumlah pasien yang dirawat pun jauh meningkat 
sehingga lebih sulit bagi pasien TNI untuk 
mendapatkan ruang rawat inap.  
 
Cara mendapatkan obat, penggunan obat diluar 
tanggungan seluruh penggunaan obat yang dibutuhkan 
oleh pasien TNI ditanggung oleh instansi sehingga 
tidak ada pembayaran apa pun yang harus dikeluarkan 
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oleh pasien (gratis), namun saat penerapan JKN, obat 
yang ditanggung hanyalah obat-obat generik, 
sehingga jika terdapat obat paten dalam resep yang 
tidak ada generiknya maka pasien harus membayar 
secara pribadi.  
 
Informasi tata cara mengurus kepulangan  pasien, saat 
menggunakan JKI informasi tata cara kepulangan 
pasien tersedia dengan jelas dibagian administrasi 
berupa poster yang dapat dengan mudah dibaca, 
namun saat JKN informasi tata cara kepulangan 
belum tersedia dengan baik (tidak ada). 
 
Dalam hal tata cara mendaftar rawat inap JKN, 
berbeda dengan  pada saat jaminan instansi, dimana 
tata cara mendaftar jaminan instansi sudah tersosialisasikan 
dengan baik, sementara proses mendaftar JKN belum 
tersosialisasi dengan baik karena masyarakat belum 
memahami proses administrasi, oleh karena pelaksanaan 
programnya juga masih baru dimulai (awal 2014).  
 
Untuk proses mendapatkan pemeriksaan penunjang 
(laboratorium dan rontgen) saat jaminan instansi juga 
sangat berbeda pelayanannya jika dibandingkan 
dengan JKN, yang mana saat jaminan instansi pasien 
diperbolehkan mendapatkan pemeriksaan penunjang 
tanpa batas (dapat melakukan pemeriksaan 
penunjang sesuai yang dibutuhkan pasien TNI atau 
diluar yang direkomendasikan dokter) sedangkan 
pasien JKN dibatasi pemeriksaannya atau sesuai surat 
pengantar dari dokter 
 
Beban Biaya tambahan  penggunan alat atau obat 
diluar tanggungan seluruh penggunaan alat atau obat 
yang dibutuhkan oleh pasien TNI ditanggung oleh 
instansi sehingga tidak ada pembayaran apa pun 
terkait yang harus dikeluarkan oleh pasien (gratis), 
namun saat penerapan JKN, beberapa alat atau obat 
harus dibayar secara pribadi. 
 
Proses pemulangan pasien rawat  inap, saat JKI proses 
pemulangan pasien lebih mudah karena pasien TNI 
tidak perlu menunggu lama dan tidak perlu membayar 
apapun, namun saat JKN proses pemulangan pasien 
lebih sulit karena harus mengurus dan menandatangani 
beberapa berkas terlebih dahulu serta melunasi biaya-
biaya yang tidak ditanggung oleh JKN sebelum dapat 
pulang 
 
Keramahan perawat atau bidan dalam meberikan 
pelayanan saat adanya Jaminan Instansi jauh lebih 
baik dibandingkan saat JKN, oleh karena jaminan 
isntansi rumah sakit tersebut bersifat khusus bagi 
anggota TNI.  Keramahan perawat pada saat JKN jadi 
berkurang sejalan peningkatan jumlah pasien yang 
berobat dan juga karena kedudukan pasien TNI sudah 
disamakan dengan pasien umum 
 
Kesesuaian obat yang diterima dengan penyakit atau 
resep saat jaminan instansi jauh lebih baik 
dibandingkan saat penerapan JKN. Dengan 
menggunakan jaminan kesehatan instansi semua obat 
akan diberikan sesuai dengan resep dokter dan 
penyakit pasien. Namun saat penerapan JKN, JKN 
hanya menanggung obat-obat generik, namun bila 
tidak ada obat jenis generiknya maka pasien terpaksa 
harus menebus obat itu sendiri. 
 
Dokter memberikan pelayanan dengan ramah, dalam 
meberikan pelayanan saat adanya Jaminan Instansi 
jauh lebih baik dibandingkan saat JKN, oleh karena 
jaminan isntansi rumah sakit tersebut bersifat khusus 
bagi anggota TNI. Keramahan dokter pada saat JKN 
jadi berkurang sejalan peningkatan jumlah pasien 
yang berobat dan juga karena kedudukan pasien TNI 
sudah disamakan dengan pasien umum 
 
Proses mendapatkan obat saat JKI pasien tidak perlu 
menunggu lama karena pasien TNI diutamakan, 
sedangkan saat JKN pengambilan obat bagi pasien 
TNI disatukan dengan pengambilan obat bagi pasien 
umum 
 




Hasil gambaran karakteristik pasien militer TNI AD 
yang menjadi peserta JKN, mayoritas berjenis 
kelamin laki-laki yaitu sebesar 68%, untuk pendidikan 
yang terbanyak adalah mereka yang berpendidikan 
terakhir SMA (58%), dan pangkat yang paling 
banyak berobat adalah mereka yang berpangkat 
tamtama (42%), dimana sejalan juga dengan kriteria 
umur yang dominan yaitu 26-35 tahun (33%). 
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Kepuasan atau Kinerja Pelayanan RS Dik Pusdikkes 
Kodiklat TNI AD bagi pasien TNI yang menggunakan 
JKN dengan metode Servqual, dari hasil penelitian 
terlihat banyaknya item pernyataan yang masuk 
kedalam kuadran A (13 pernyataan) yang perlu 
mendapat penangan serius dari pihak RS. Dari hasil 
penelitian juga terlihat bahwa dimensi tangible dan 
reliability adalah dimensi pertama yang perlu 
mendapat perhatian karena dari 13 item yang masuk 
dalam kuadran A, 5 item pernyataan berasal dari 
dimensi tangible yaitu pihak rumah sakit memperhatikan 
kelengkapan alat penunjang perawatan (slimut, tiang 
infuse, tiang penjaga tempat tidur, dll)dengan tingkat 
kesesuaian, Pihak RS memperhatikan kebersihan 
ruang rawat inap bagi peserta JKNdengan tingkat 
kesesuaian; Pihak RS memperhatikan kenyamanan 
ruang rawat inap bagi peserta JKNdengan tingkat 
kesesuaian; Pihak rumah sakit memperhatikan 
kebersihan alat pemeriksaan yang dipakaidengan 
tingkat kesesuaian; Rumah sakit memiliki Dokter 
spesialis yang lengkap dengan tingkat kesesuaian; dan 
3 pernyataan dari dimensi reliability yaitu Petugas 
rumah sakit dapat mengatasi masalah yang terjadi 
pada saat proses pendaftaran dengan tingkat 
kesesuaian; Pasien mendapat obat sesuai yang 
dibutuhkan dalam pengobatandengan tingkat 
kesesuaian dan Jadwal pemberian obat di ruang rawat 
inap dilakukan dengan disiplin (tepat waktu) dengan 
tingkat kesesuaian. 
 
Responden menilai pelayanan lebih baik dengan 
menggunakan jaminan instansi dibandingkan dengan 
saat menggunakan JKN. Adapun yang perlu 
mendapat perhatian serius dari pihak RS Dik Pusdikkes 
Kodiklat TNI AD adalah proses pendaftaran berobat, 
informasi mengenai tata cara mendaftar rawat 
inap, proses mendapatkan pemeriksaan penunjang 
(laboratorium dan rontgen), keramahan perawat atau 





Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan disarankan 
pihak manajemen melalui bagian penunjang rumah 
sakit untuk menambah sarana dan prasarana terutama 
peralatan yang modern di RS Dik Pusdikkes Kodiklat 
TNI AD, mengingat jumlah pasien terutama JKN 
makin lama meningkat. 
Pihak manajemen rumah sakit perlu melakukan 
sosialisasi prosedur JKN dengan cara:  
1. Meletakkan brosur di tempat-tempat yang mudah 
terlihat  
2. Mengadakan pertemuan rutin dengan para 
anggota TNI untuk menjelaskan prosedur JKN, 
agar anggota TNI lebih memahami prosedur dan 
dapat mengutarakan pendapat jika ada kendala.  
3. Mengadakan pertemuan rutin dengan para 
anggota rumah sakit untuk memberikan pelatihan 
komunikasi yang baik dalam menyampaikan 
prosedur JKN, agar terjalin komunikasi yang baik 
dengan pasien.  
 
Perlu dibentuk tim Gugus Kendali Mutu (GKM) dari 
RS Dik Pusdikkes Kodiklat TNI AD yang bertugas 
mengevaluasi semua permasalahan yang terjadi 
dalam melakukan perubahan yang terus menerus 
(Continous Improvement) untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan. Penilaian dapat dilakukan seperti 
model pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan 
metode SERVQUAL dan diagram kartesius. 
 
Pihak rumah sakit perlu mengkaji kembali pelayanan 
sebelum dan sesudah JKN dan mengusahakan 
pelayanaan saat ini lebih baik atau paling tidak sama 
baik dengan pelayanan sebelum adanya JKN. 
Khusunya untuk kemudahan dan kejelasan proses 
pendaftaran bagi pasien. 
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Gambar 1. Kerangka Konsep Analisis Kualitas Pelayanan Sebelum dan Sesudah Penerapan JKN 




Kualitas Pelayanan  
 Reliability (kehandalan) 
 Assurance (jaminan) 
 Tangibles (wujud nyata) 
 Emphaty (perhatian) 
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